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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

-,

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak
dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan
yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat
secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan
berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;

. bahwa Pemerintah Daerah telah mengembangkan kebijakan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,
yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberdayaan
masyarakat yaitu dengan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri;

. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu
lintas pelaku dalam penyiapan perumusan kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang meliputi penetapan sasaran,
perencanaan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi
serta efektifitas anggaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c
di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Umum Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1959 Tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-
Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43578);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42
Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM REPLIKASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan unsur pemerintahan di daerah.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan selanjunya
disingkat dengan (P2KP) adalah program pemerintah yang secara
substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui
konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan
lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli
setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian
penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”,
vang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip
universal.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya
disebut PAKET adalah suatu komponen program P2KP untuk
mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara
masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga
upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara
mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses
pembangunan yang bersifat partisipatif tingkat kota.

5. Replikasi PAKET adalah pelaksanaan kegiatan program yang
mengadopsi dan mengacu pada strategi, perinsip, pendekatan,
dan dasar hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi lokal serta pembiayaan yang bersumber dari dana APBD
Kabupaten Kutai kartanegara.

BAB 11
MAKSUD

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Replikasi PAKET disusun sebagai
petunjuk kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi PAKET
bagi pemerintah, masyarakat dan swasta agar proses kemitraan
dan gerakan bersama terjalin senergi dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika pelaksanaan Replikasi Program Paket terdiri dari:
a.BABI : PENDAHULUAN
b.BABII : PELAKSANA
c. BABIII : DASAR REPLIKASI PROGRAM PAKET
d.BABIV : TAHAPAN PELAKSANAAN
e. BABV : PENUTUP

(2) Isi dan penjabaran Pedoman Replikasi Paket tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEXKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 28

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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